ABSTRAK

PT ASDP merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang
melaksanakan kegiatan usaha berupa jasa penyeberangan melalui kapal di
Dermaga VI Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak-Bakauheni. Kondisi ini
dilaporakan oleh Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan (GAPASDAP) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) karena diduga PT ASDP telah melakukan praktek monopoli di Dermaga
VI Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak-Bakauheni.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian bersifat bersifat deskriptif.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka
dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan terkait dengan
permasalahan yang dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini menunjukkan bahwa PT ASDP
telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai tindakan yang harus
dilakukan olen PT ASDP untuk menghindari terulangnya dugaan praktek
monopoli di kemudian hari, yaitu melalui Program Good Corporate Governance
(GCG) yang telah dilaksanakan oleh PT ASDP dan Program Kepatuhan
Persaingan bagi Pelaku Usaha yang dibentuk oleh KPPU demi menjalankan
kegiatan persaingan usaha yang sehat.
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ABSTRACT

PT ASDP is the only State-Owned Enterprise that carries out ship crossing
services business activities at Pier VI of Merak-Bakauheni Port Executive
Terminal. This condition was reported by the Association of River, Lake and
Crossing Transportation (GAPASDAP) to the Business Competition Supervisory
Commission (KPPU) because it was suspected that PT ASDP had carried out
monopolistic practices at Pier VI of Merak-Bakauheni Port Executive Terminal.

This legal writing uses a normative juridical approach. The research
specifications used in the research are descriptive. The data used is secondary
data obtained through literature study by studying the literature and legislation
related to the problems discussed. This data consists of secondary data in the
form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal
materials.

This research in Legal Writing indicates that PT ASDP has complied the
elements contained in Article 17 of Law Number 5 of 1999. Furthermore, it will
be explained about the actions that PT ASDP must take to avoid the recurrence of
alleged monopolistic practices in the future, namely through the Good Corporate
Governance (GCG) Program that has been implemented by PT ASDP and the
Competition Compliance Program for Business Actors established by KPPU in
order to carry out fair business competition activities.
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